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STANDAR PELAYANAN MIMMAL BADAN I.AYANAN UMUM DAERAH

PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT MUARA KATI

KABUPATEN MUSI RAWAS

DENGAN MHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPA'II MUSI RAWAS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanalen ketentuan Pasal 36

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018

tentang Badan Lsyanar! Umum Daerah, perlu

menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar

Pelayanan Minimal pada Pusat Kesehata! Masysrakat

Muara Kati Kabupaten Musi Rawas.

Mengingat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang

Pembentul@n Daerah Tingkat II dan Kotapraja Di

Suratera Selatan (L€mbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahai Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 5587),

sebagairnana telah beberapa keli diubah, terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2O14 tentang [lemerintahan

Daerah (IJmbaran Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 58, Tanbahan Iembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5679);
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peraturan Menteri Daliam Negeri Nomor 79 Tahun

2018 tentang Badan Iayanan Umum Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor

1213);

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kabupatcn Musi Rawas (L€mbaran Daerah

Kabupaten Musi Rewas Tahun 2O16 Nomor 10).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan ; PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PEL{YANAN

MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA

PUSAT KESEIIATAN MASYARAKAT MUARA KATI

KABUPATEN MUSI RAWAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Fcraturan Bupati ini yang dimaksud dcngan:

l. Ksbupaten adalah Kabupaten Musi Rawas.

2. Fem€rintah Kabupaten adalah Bupati dan perangkat

daerah sebagai unsur perryelenggara Pemerintah

Daerah.

3. Bupati adalah Bulx.ti Musi Rawas.

4. Dinas K$ehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupatcn

Musi Rawas.

5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya

disebut BLUD adalah Sahran Kerja Perangkat Daerah

atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Ferangkat Daerah

di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas

yang dibentul( untuk memberikan pelayanan kepada

masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa

vang dijualkan mengutamakan mencali lrcuntungan,

dan dalam mel,akukal kegiatan nya didasarkan pada

prinsip efsiensi dan produktivitas.
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6. Pola Pengglolaan Kcuangan BLUD, yang selanjutnya

disingkat PFI( BLUD adalah pola pengelolaan

keuangan yang memberikan fleksibilitas beruPa

keleluasaan rrtrtu* menerapkan pralrtek-praktek

bisnis yang schat untuk pelayanan

kepada masyaratat dalam rancka memajukan

kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan

bangsa, s6legai pengecualian dari ketentuan

keuangan daerah pada umumnya.

7. Pusat l(tsehatarr Masyarakat, lrang s€lanjutnya

dioebut Puskeamas adafah Pusat Kesehatan

Masyarakat Muara Kati yang merupakan sarana

pelayanan kesehata! fungsional dan merupakan Unit

Kerja Perangkat Daerah yang menangani r:rusan

kesehatan dalarn rangka memberikan pel,ayansn

s€cara menyeluruh dan terpadu kepada masjrarakat.

8. Felayanan kesehatan adalah kegiatan yang bcrtujuan

untu* meningkatkan statug kesehatan, mencegah

penyakit, mendiagnosa dan mengobati penyakit,

memantau perkembangan penyakit, mencegah

kecacatan, dan mer€habilitasi keschatan pasicn.

9. Pelayanan kesehatan dasar adalah pelayanan yang

diberikan oleh tenaga medis dan/atau paramedis

kepada semua pasien yang berkunjung ke

Puskesmas, Puskesmas Ravat Inap, Puskesmas

Pembantu, dan Puskesrnas Kelilin& PGs Kesehatan

Desa (PKD), Pusat Pelayanan Terpadu (Posyandu)

dalam rangka lrmeriksaan anarnnesa, obaeavasi,

diagqosis sampai dengan pemberian obqt pcr oral

dengan atau tanpa obat injeksi serta tidak perlu

tinggal di rawat inap.

10. Pelayanan tindakan khueus adalah pelayanan tingkat

lanjutan yaug diberikan oleh tcnaga medis atau

para.medis yang mendapat pelimpahan wewenang

kepada pasien tertentu yang b€rkunjung ke

Puskesmas, Puskesmas Rawat Inap, Puskesmas
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Fembantu, dan Puskesmas Keliling yang t€lah

memperoleh pelayanan kesehatan dan karena

penyakit nya memerlukan tindal(an khusus atau

tindakan lanjutan pengobatan.

11. Pelayanan rawat inap adalah pelayanan kepada

pasien unhrk obserrasi, pcrawatan, diagnosis,

pengobatan, rehabilitasi medic atau kesehatan Lain

nya dengan menempati tempat tidur Puskesmas

Rawat lnap.

12. Pelayanan gawat darurat adalah pel,ayanan kes€hatan

tingkat lanjutan yang harus diberikan secepat nlra

untuk mencegah dan/ atau menanggutrangi resiko

kematian atau cacat.

13. Standar Pelayanan Minimal yang sela4iut nya

disingkat SPM adalah hasil spesifikasi telmis tentang

tolak ukur layanari minimal yang diberikan oleh

Puskesmas kepada masyarakat.

14. Jenis pclayanan adalah jenis-jenis pelayanan yang

diberikan oleh Puskesmas kepada masyarakat.

15, Mutu pel,Eyanan kesehatan adalah kine{a yang

menunjuk pada tingkat kesempurnaan pelayanan

kesehatan, yang disatu pihak dapat menimbulkan

kepuasan pada masyarakat scrta Pihak lain' tata

penyelenggaraan nya sesusi standar yang tekh

ditetapkan.

16. Dcfinisi operasional adqlah uraian yang dimaksudkart

untuk meqlelaskan pengertian dari indicator upaya

kBehatan perorangan dan upaya keschatan

magyarakat.

17. Sumber data adalah srmbcr bahannya atau

keterangan yang dapat dijadikan dasar kajian yang

berhubungan langsung dengan persoatran.

18. Upaya Keschatan Perorangan yang sclanjutnya

disingkat UKP adalah upalra kesehatan yang

b€rtujurn untuk menyembuhkan penyakit dan

memulihkan kesehatan perseorangan dan keluarga,
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19. Upaya Keachatan Masyaral<at yang sclanjutnya

disingkat UKM adalah upaya kes6hatan yang

bertujuan memelihara, meningketl€n kesehatan dan

mencegah penyakit suatu kelompok dan masyarakat.

20. Upaya penyediaan data kesehatan adalah kegiatan

yang dilakukan oleh petugas pengelola data untuk

melakukan pengumpulan data, pengolahan dan

analisis data hasil kegiatan upaya kes€hatan

perorangan, uFya kcsehatan rnaqrarakat, dan

pemberdayaan masyarakat yang bertujuan unhrk

mcngetahui kondisi kesehatan dan fs.ktor ysng

mempengaruhinya.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Standar PeLayanan Minimal dimaksudkan untuk
memberi kepade Pcmerintah Kabupaten

dalam melaksanakan p€rencanaan, pelaksansan,

pengendalian, trrngawasan darr pertanggungiawaban

penyelengaraan SPM pada Puskesmas.

(2) Standar Pelayanan Minimal ini kujuan unhrk

meningkatkan dan menjamin mutu petrayanan

kesehatan kepada masyarakat.

BAB III

JENIS PEIAYANAN, INDIKAIOR, STANDAR MIAI,
BATAS WAICTU PENCAPAIAN DAN

URAIAN STANDAR PtsIAYANAN MIMMAL

Bagian Kesetu

Jenis Pelayanan

Pasal 3

Puskesrnas mempurryai tugas melakssrtakan pelayanan

kesehatan dcngan mengutamakan pencegahan @reven$),

penyembuhan ltcumtif), pemulihan (rchafibdt) yslae

dilaksana.Lan secara te4!6du dengan upaya peningkatan

(promotifl serta lpay a rujukan,
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Bagian lGdua

Jenis Pelayanan, Indikator, Standar Nilai, dan Batas

waktu Pencapaian

Pasal 4

(1) Jenis pelayanan unhrk Puskesmas, mcliputi :

a. Upaya Ke8ehatan Ferseorangan, meliputi :

1) Pelayanan Gawat Darurat;

2) klayanan Rawat Jalan;

3) Pelayanan Rawat Inap;

4) Persalinan;

5l Pelayananlqboratoriumsederhana;

6) Pelayanan Farmasi;

7) Fel,ayanan Gizi;

8) Pelayanan Rekam Medik;

9) Pengplolaan Limbah;

10) Administrasi da.rr Manajemen;

l1) Pelayanan Ambulan ;

12) Pemeliharaan;

13) Pencegahan dan Fenggndalian; dan

14) Pelayanan Keamanan;

b, Upaya Kesehatan Masyarakat, meliputi :

1) Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil;

2) Pelayanan Kesehatsn Ibu Bersalin;

3) Pelayanan l(esehatan Bayi Baru lahir;
4) Pelayanan Kesehatan Balita;

5) Pelayanan Kes€hatan Pada Usia Fendidikan

Dasar;

6) Felayanan Kesehatan Pada Usia Produhit
7) Pelayanan Keeehatan Pada Usia Lanjut;

8) Pelayanan Kesehaten Penderita Hiperlensii

9) Pelayanan Kes€hatan Penderita Diabctes

Miletus;

10) Pclayanan Kesehatal Orang dengan Ganguan
Jiwa Berat;

11) Petrayanan Kesehatan Orang dengan Tts; dan
l2)Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko

Terinfeksi HIV.



l2l

(3)

Indikator, standar nilai, batas waktu pencapaian pa.da

setiap jenis pelayanan untuk upaya kesehatan

perseorangan pada Puskesmas tercantum dalam

Lampiran I Peraturan BuPati ini.

Indikator, standar flilai, batas wal*Lr pencapaian pada

jenis pelayanan rmhrk upaya kesehatan mFsDrarakat

pada Puskesmas, tercantum dalam lampiran II
Peraturan Bupati ini.

BAB TV

PEI.AKSANAAN

Pasal 5

(1) Puskcsmas yang menerapkan PPK BLUD wajib

melaksanakan berdasarkan SPM dalan

Peraturan Bupati ini.

(2) Kepala Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) bertangung jawab dalam penyelengaraan

pelayaaan yang di pimpinnya sesuai SPM yang di

tetapkan dalam peraturan Bupati ini.

(3) Penyelenggaraan pelayanan yang sesuai dengan SPM

dilakukan oleh tenaga dengian kualifikasi dan

kompetensi yang sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

BAB V

PENERAPAN

Pasal 6

(1) Kcpafa Puskcsmas yang menerapkan PPK BLUD

menJruaun rencana kerja dan anggaran, target, serta

upaya dan pelaksanaan peningkatan mutu peLayanan

tahunan Puakeamas yang .lifimpinnya berdasarkan

SPM.

(2) Rencana kerja dan an8garan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), disusun dcngar menggunakan format

Rencana Bisnis darr Anggaran.
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(3) Sctiap pelaksanaan pelayanan, dan penyelengaraan

pelayanan yang menjadi tugasnya, dileksanakan

dengan mengacu pada SPM.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 7

(l) Fembinaan teknis Puskesmaa yanS menerapkan PPK

BLUD dilakukaa oleh Kepala Dinas Kesehatan.

(2) Pembinaan keuanggn Puekesmas yang aencrapkan

PPK BLID dilakukan oleh Pejabat Fengelola

Keuangan (PPKD)

(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan

ayat (2), berupa fasilitasi, pemberian orientasi umum,

petunjuk teknis, bimbingran teknis, pcndidikan dan

l,atihan atsu bantuan teknis lainnya yang mencakup :

a. perhitungan sumber daya dan dana yang

dibutuhkan u.Dtuk mencapei SPM;

b, penyrsunan rtncana pencapaian SPM dan

penetapan target tahunan pencapaian SPM;

c. penilaian prcstasi kerja pencapaian SPM;

d. pelaporan pr€stasi kerja pencapaian SPM;

e. penlrusunan peraturan pernndang-undangan

untuk implementasi PPK BLUD pada Puskesmas

yang bersangkutan;

f. Pennrsr:nan Rencana Bisnis dan Anggaran;

g. Pel,aksanaan anggaran; dan

h. Akuntansi dan pelaporan keuangan.

Bagian Kedua

Fengawasan

Pasal 8

(1) Pengawasan dilakukan oleh Perangkat Daerah

mempunyai tugas dan fungei pengawasan.
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(3)

(1)

l2l

(3)

(4)

selain pengawasan yang dilakukan oleh Perangkat

Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi

pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

dapat dilakukan oleh pengawas internal

Pengavras intemal scbagaimana dirnrLsud pada ayat

(2), dilaksalakan oleh internal auditor yang

berkedudukan lanasung dibawah Kepala Puskesmas

scsuai dengan ketentuart peraturan perundang-

undangan.

BAB VII

DEWAN PENGAWAS

Pasal 9

BLUD yang memiliki rcalisasi nitrai omset tahunan

menurut laporan operasional atau niLai aset menurut

ner.aca yang memenuhi syarat minimal, dapat

dibentuk dewan pengawas.

Jumlah anggota dewan pengawas scbagaimana

dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebanyak 3

(tiga) orang atau 5 (lirne) orang dan seorang di

antara angota dewan pengawas ditetapkan sebsgai

ketua dewan lrngawas.
Syarat minimal sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), dan jumlah ar}gota dewan pengawas

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengikuti

peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Daism

Negeri.

Dewan pcngawas dibentuk dengan keputu8an

Bupati atas usulan pemimpin BLUD.

Pasal 10

(1) Dcwal pertgawas bcrtugBe mel,akukan pcmbinaan

dan pengrawasan terhadap pengelolaan BLUD yang

dilalrukan oleh pejabat pengelol,a sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undargan.
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l2l Dewan pengawas berkewajiban:

a. memberikan pcndapat dan saran kepada Bupati

mengenai RBA yang diusulkan oleh pcjabat

pengelola;

b. mengikuti pcrkembangan kegiatan BLUD dan

memberikan pendapat serta saran kepada Bupati

mengenai setiap masalah yang dianggap penting

bagi pengelolaan BLUD;

c. melaporkan kepada Bupati tentang kinerja BLUD;

d. memberikan nas€hat kepeda Pejabat pengelola

dalam melaksanakan pcflgglolaan BLUD;

e. mel,akukan evah:asi dan penitaian kinerja baik

keuangan maupun non keuangan, serta

memberikan samn dan catatan-catatan penting

untuk ditindaklanjud oleh pejabat pengelola

BLUD; dan

f- memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan

penilaian kinerja.

D€wan pengawas melaporkan pelaksanaan tugasnya

scbagaimana dimaksud pada ayat (1), Ircpada Bupati

secara berkala pding sedikit I (satu) kali dalam setu

tahun dan sewattu-waktu apa.bila diperlukan.

Pasat 11

Anggota dcwan pengax,as dapat terdiri dari unsur-

unsur:

a. pejabat Perangkat Daerah yang berkaitan dengran

kegiatan BLUD;

b. pejabat Perangkat Daerah yang mernbidangi

pengelolaan kcuangan daerah; dan

c. tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD.

Pengangkatan anggota dewan pengawas tidak

bersamaan walrh.rnya dengan penaangkatanpcjabat

pengelola BLt D;

(3)

(1)

(21

10 i.

,- -- ,ir*



(3) Kritcria yang dapat diusulkan menjadi dewan

pcngawas, yaitu:

a. memiliki dedikasi dan memahami masalah-

masaLah yang bcrkaitan dengan kegiatan BLUD,

serta dapat menyediakan waktu yang cukup

untuh melaksanakal tugasnya;

b. mampu melakeanakan perbuatan hukum dan

tidak pemah dinyatakan pailit atau tidak
pemah menjadi anggota dir€ksi atau komisaris,

atau dewan pengawas yang dinyatakan bersalah

sehingga menyebabkan suatu badan usaha

peilit atau orang yang tidak pemah melakukan

tindak pidara yang merugikan daerah; dan

c. mcmpun;rai kompetensi dalam bidang manajemen

keuangan, sr.mbcr daya manusia dan mempun5rai

komitmen terhadap peningkatan kualitas

pelayanan publik.

Pasat 12

(l) Masa jabatan anggota dewan pengawas

ditetapkan selama 5 0ima) tahun, dan dapat

aiangkat kembali untuk satu kali masa jabatan

berikutnya.

Anggota dewan pengawas dapat diberhentikan

sebeh:m walrhrnya oleh Bupa.ti.

Femberhentisn anggota dewan pengawas sebeh]m

walrhrnya sebagaimana dirneksud pada ayat (2),

apabil,a:

a. tidak dapa.t melaksanakan tugasnya dengan baik;

b. tidak melaksanakan ketentuan pcrundang-

undangan;

c. terlibat dalaE tirdakan yang merugikan BLUD;

atau

d. dipidana penjara kar€na dipersalahkan

melakukan tindak pidana dan/atau kesalahan

yang berkaitan dengan hrgasnya melakeanakan

pengawasan atas BLUD.

l2l

(3)
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Pasal 13

(1) Bupati dapat mengangkat selqetaris dewan pengawas

untuk mendukrmg kelancaran tugas dewan

pengawaa.

(2) Sekretaris dewan pengawas sebagaimana dilnqksttd

pada ayat (1), bukan merupakan anggota dewan

pengawaB.

Pasal 14

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan

tugas dewan pengawas dan selretaris dewan pengawas

dibebankan pada BLUD dan dimuat dalam RBA.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanqgal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan

pengundangan Pcraturan Bupati ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi

Rawas.

Ditetapkan di Muara Beliti
pada tansaal I fuflqtbq zow

Diundangkan di Muara Beliti
pada tanggal 6 rtPlqlba- 2olg
SEKRETARIS DAERAH
I(ABUPATEN MUSI RAWAS,-f---

BUPATI }'USI RAI AS,

HEITD GI'NAWAN

PRISKODESI

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2019 NOMOR..''
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